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NOMOR 38/PMK.06/2017

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang, diatur
ketentuan penugasan Pejabat Lelang untuk
melaksanakan lelang dalam hal terdapat kekosongan
Pejabat Fungsional Pelelang jenjang tertentu pada Unit
Kerja;

bahwa wuntuk memberikan pejelasan dan kepastian
hukum atas ketentuan kekosongan Pejabat Fungsional
Pelelang jenjang tertentu pada Unit Kerja sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan
perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017

www.peraturan.go.id
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Mengingat

Menetapkan

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 /PMK.06/2017 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
38/PMK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL PELELANG.

Pasal I
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1
(satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut
(1) Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas pokok
melaksanakan Lelang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama
mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang
Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan
Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang
Kategori A.

b. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda
mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang
Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan
Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang
Kategori B.

c. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya
mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang
Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan
Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang
Kategori C.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu objek Lelang
dalam satu penetapan jadwal Lelang dengan nilai

limit yang bervariasi untuk tiap objek Lelang,
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